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ABSTRAK

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis
keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin
bersifat patrilineal, matrilineal atau bilateral/parental. Prinsip-prinsip garis
keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian
harta peminggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun immateriil).

Prinsip keturunan ternyata sangat mempengaruhi dalam pembagian harta
warisan. Hukum kewarisan Islam lebih condong membagi harta warisan kepada
sebanyak mungkin ahli waris sederajat, dengan menentukan bagian-bagian
tertentu kepada beberapa ahli waris serta tidak melihat pada wujud barang harta
warisan vang ditinggalkan.

Bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah 2/3, 1/2, 1/3 | 1/4, 1/6
dan 1/8. ketentuan tersebut bersifat tetap, karena dipeoleh dari al-Qur’an dan
bersifat fa'abuddi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mencari hikmah
yang terkandung dalamnyva.

Dalam hukum kewarisan adat pembagian harta warisan memandang pada
wijud barang yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab pada umumnya hukum adat
berlandaskan pada pola pikir yang konkrit. Dalam pembagian harta warisan,
hanya orang-orang tertentu saja vang mendapatkan harta peninggalan, dengan
tidak ada ketentuan bagian yang jelas bagi masing-masing ahli waris.

Kemudian dalam hukum adat di Bukuran yang menjadi ahli waris adalah
anak-znak keturunannya dengan tidak adanya ketentuan pembagian vang sama
antara anak lai-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian harta peninggalan
tidak mengenal hitungan vang detail, melainkan dengan jalan musyawarah
{rembugany yang berdasarkan rasa saling rela atau saling terima {podho (rimane)
antara para ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Jadi bagian antara
ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tidak selalu sama
perbandingannya dari orang-orang vang melakukan praktek pewarisan,

Berkaitan dengan hukum pewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, maka
prakiek pewansan pada masyarakat Bukuran penting untuk dibahas karena
prakiek pewarisan pada inasyarakat Bukuran masih kuat dipengaruhi oleh hukum
adat yang ada, meskipun banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum adat itu
sendirt, padahal mavoritas penduduk Bukuran beragama Islam.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana prakiek pewarisan
di desa Bukuran apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum
Kewarisan adat serta sejauhmana persamaan dan perbedaan antara hukum
kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dalam melihat praktek pewarisan di
desa Bukuran.

Metode vang digunakan dalam penelitian adalah:
enis penehitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),
aitu penelitian yang berdasarkan obyek atau lokasi tertentu, dalam hal ini
ang diambil adalah desa Bukuran Kecamatan Kecamatan Kalijambe
Kabupaten Sragen sebagai pusat penelitian.
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Penentuan populasi dan sampel. Populast yang diambil adalah masyarakat

gesa Bukuran vyang mengalami penstiwa kewarisan, dan sampel vang

digunakan adalah non random (norn probality sampling), yaitu hanya individu-
mdividu tertentu saja yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan interview secara

langsung dan bertatap muka dengan para rtesponden, dan dengan

mengumpulkan data-data (dokumen) dari kantor kepala desa.

4. Pendekatan penelitian. Normatif syar’'i yakni pendekatan dengan melihat
apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama, dan
nendekatan antropologi vaitu dengan memperhatikan adat (kebiasaan), budaya
masyarakat serta teori kemasyarakatan vang berlaku.

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriftif
vailu menggambarkan secara kualitatif data yang didapat dari wawancara. Untuk
1tu dgunakan metode induktuf untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat
general (umum). D1 samping itu juga digunakan metode komparatif untuk melihat
bagaimana perbandindingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan
adat terhadap praktek pelaksanaan pewarisan di Bukuran. Dari perbandingan
tersebut terlthat apakah hukum adat di bukuran telah sesuai dengan hukum
kewarisan [slam dan hukum kewarisan adat atau belum.

Setelah menganalisis sistem kewarisan di Bukuran, dan kemudian ditinjau
dar1 hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat maka praktek pewarisan
di desa Bukuran adalah tidak sesuai (menyimpang) dengan hukum Islam,
terutama pada aspek unsur-unsur dalam pewarisan tidak sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam fara’idh. Walaupun dalam syari’at Islam sendiri
tercakup kebolehan untuk berdamai dengan tujuan kemaslahatan dan adanya
prinsip keadilan.

Akan tetapi menurut hukum kewarisan adat vang ada maka praktek
pewarisan yang dilakukan masyarakat Bukuran adalah tidak bertentangan, dalam
arti bahwa praktek pewarisan seperti yang dilakukan di Bukuran boleh-boleh saja
selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
(hukum} lain yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional).

Adapun letak persamaan dan perbedaan dari kedua sistem kewarisan dalam
meithat praktek pewarisan di Bukuran adalah:

Persatmaan; yaitu dalam kedua hukum kewarisan tersebut berlaku asas
individual dalam penentuan ahli waris, dan kedua hukum tersebut berfaku
ketentuan bahwa membunuh merupakan salah satu sebab seseorang terhalang
dalam mewarisi.

Sedangkan perbedaan kedua sistem hukum kewarisan tersebut adalah
bahwa dalam hukum adat hanya anak-anak keturunannya saja vang memperoleh
harta peninggalan (kerabat lain tidak berhak). Di samping itu dalam hukum adat
dikenal adanya anak angkat yang nantinya mewarisi harta peninggalan orang tua
angkatnya. Dalam hukum Islam, semua ahli waris yang ada berhak memperoleh
harta warisan sesuai kedudukan dan bagian masing-masing. Dalam hukum Islam
Juga tidak membenarkan anak angkat yang memperoleh harta warisan, dengan
alasan bahwa dia tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).
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BAB I

PENDAHULUAN

4. Latar Belakang Masalah

Untuk suatu masvarakat yang sedang membangun seperti halnya
Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya uniuk
mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Menghadapi
kenyataan seperti itu, peranan hukum semakin penting dalam rangka
mewujudkan pembangunan sebagaimana yang telah diterapkan. Fungsi
hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendali sosial
{sosial control) saja, melainkan lebih dari itu yaitu melakukan upaya
untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuat dengan cara-
cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang
dicita-citakan.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi eleh
mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup
dan berkembang di dalam masyarakat. Realita ini merupakan bahan
pembinaan dan pengembangan. Pada dataran perfumbuhan dan
perkembangannya, bahwa teori yang menyangkut serlakunya hukum
Islam di Indonesia berancka ragam. Dari sumber ajaran Islam, bahwa

orang vang beragama Islam wajib taat terhadap ajaran Islam. Dengan

] ' Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”
dalam Tiun Surjaman {ed), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan
pentbentitkan, Cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), him. 100.




kata lain dengan penelitian dan pengkajian sosial menemukan kenyataan
sosial (masyarakat) bahwa kalau mereka beragama Islam maka ia
menerima otoritas dan kekuatan hukum Islam terhadapnya.

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya
hukum tertulis, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum
adat. Hukum adat Indonesia telah ada sejak zaman nenek moyang hingga
sekarang. Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai
peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara
manusia yang bergaul dalam masvarakat.

Hukum adat meliputi: Hukum negara adat, Hukum tata negara
cedut, Hidkum perdata adar, Hukum antar bangsa adat. Di antara hukum-
hukum tersebut, hanya hukum perdata adat materiil yang tidak terdesak
jaman penjajahan dan masih berlaku sampai sekarang walaupun
mengalami pengaruh-pengarah yang tidak sedikit

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum Islam,
ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan
berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan
hukum Islam terutama di bidang hukum perdata, termasuk hukum waris.”

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di  tengah-tengah

masyarakat kita, ilmu faraid selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri.

* Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-asas Hukvem Adot, (Jakarta: CV
Haji Masagung, 1990), hlm. 18.

* Yahya Harahap, “Praktek Hukum Waris tak Pantas Membuat Generalisasi”
dalam Igbal: Abdurrauf Saimima (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran, Cet. ke-1
{Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), him. 125.
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Karena masyarakat kita bila berbicara keadilan cenderung menepis
ketidakseimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar
masvarakat dari ilmu faraid dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan
oleh ftipisnva keislaman, melainkan juga dapat disebabkan olch
pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial kita beranggapan
penerapan limu faraid secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.’
Masalah kewarisan adalah masalah vang tidak bisa terlepas dari
kehidupan manusia dan mudah menimbulkan sengketa di antara ahh
waris, karena masalah warisan ini menyangkut tiga unsur yaitu;
1. Pewaris, yang menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di
mana hubungan seseorang (pewaris) dengan hartanya dipengaruhi

oteh Iingkingan kekeluargaan si pewaris.

R

Ahli waris, vang menimbulkan persoalan adalab bagaimana dan
sejauh mana ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.

Harta warisan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan sejauh

sl

mana wujud kekayaan vyang beralih itu dipengaruhi olech sifat
kekeluargaan di mana ahli waris dan pewaris itu berada.
Seperti halnya pada masyarakat lain, pelaksanaan pembagian harta
warisan juga terjadi pada masyarakat Islam & Desa Bukuran Kecamatan
Kalijambe. Pada dasarnya masyarakat Islam di wilayah tersebut dalam

hal praktek beragama tunduk terhadap noma agama seperti salat, puasa,

‘Aminullah,  “Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam  Semangat
Reakiwalisasi Ajaran Islam”, dalam Igbal Abdurrauf Saimima {ed.), Ihid , hlm. 163.
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haji dan fain sebagainya. Akan tetapi bila berhadapan dengan hukum
kewarisan pada umumnya tidak tunduk pada hukum warns Islam. Dalam
hal perbandingan misalnya, tidak selalu dua banding satu antara laki-laki
dengan perempuan, mereka lebih suka membagi harta warisan setelah
seribu hari kematian si pewaris, hal ini karena menurut kebiasaan
setempat jika tergesa-gesa akan dipandang kurang sopan dan memalukan.
Bila terjadi perselisihan di antara mereka dalam pembagian harta
warisan, biasanva mereka lebih suka melibatkan pemerintah desa (Kepala
Desa, Ketua RT/RW/Kadus) dari pada Kyai. Bahkan untuk menghindari
perselisihan ada di antara mereka yang membagi harta warisan di kala si
pewaris masih hidup terutama jika si pewaris mempunyai anak angkat.’

Mercka menganut hukum vang telah lama mereka konsumsi,
bahkan karena begitu lamanya dipraktekkan, mereka berasumsi bahwa
produk hukum tersebut hukum adat peninggalan nenek moyang mereka.
Maka mereka memprediksikan bahwa alangkah lebih baik jika harta
peminggalan dari orang tua mereka dibagi pula dengan menggunakan
hukum warts vang ditinggalkan untuk mereka itu.

Pembagian secara adil oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki
kepada anak-anaknya dianggap sebagai suatu tindakan yang bijaksana,
tanpa melihat apakah tindakan itu melanggar norma agama atau tidak.
Adapun sistem pengelolaannya maupun pembagiannya diserahkan

sepenuhnya kepada abli waris.

* Wawancara dengan Bapak Sukirna Kepala Desa Bukuran, tanggal 20 Mei 2004,




vang terjadi pada masyarakat di Desa Bukuran dalam merealisasikan

Suatu kajian yang sangat menarik melihat realita dan fenomena

pembagian harta warisan.

1.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas,
maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat di Desa Bukuran
Kecamatan Kalijambe?

2. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan
Adat terhadap hukum kewansan adat di Desa Bukuran Kecamatan
Kalijambe ?

3. Bagaimana perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum
kewarisan Adgt dalam pelaksanaan kewarisan di Desa Bukuran
Kecamatan Kalijjambe ?

C. Tujuan dap Kegunaan

Twuan :

a. Untuk mengetehul bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat
di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dan
hukum kewarisan Adat terhadap hukum kewarisan adat di Desa

Bukuran Kecamatan Kalijambe.



¢. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum kewarisan
Islam dan hukum kewarisan Adat dalam pelaksanaan kewarisan di
Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe.

2. Kegunaan :

a. Kegunaan Ilmiah; sebagai bahan kajian ilmiah sehingga
terumuskan dengan jelas ketentuan dan pelaksanaan pembagian
warisan pada masyarakat di Desa Bukuran, serta bagaimana
persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan adat dan hukum
kewarisan Islam terhadap praktek pewarisan tersebut.

b. Kegunaan praktis; sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembagian warisan, baik bagi

masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum waris Islam telah banyak dilakukan.
Demikian juga dengan kajian-kajian terhadap hukum waris adat di
Indonesia, kajian terhadap hukum waris yang dilakukan oleh para penulis

Indonesia di antaranya: N
Fatchurrahman dalam buku beliau, Jmu Waris menjelaskan
bahwa dalam hukum waris Islam dikenal adanya hukum dalam mawaris:
Maurus, Muwaris, dan Waris. Maurus adalah harta benda vyang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Muwaris adalah orang

yang meninggal dunia, sedangkan Waris adalah ahli waris yang akan



mewarisi harta yang ditinggalkan olch Muwaris® Dalam hukum waris
tersebut diharuskan adanya muwaris, yakni orang yang meninggal dunia.

Dalam buku tersebut diterangkan mengenai syarat-syarat dalam
mawaris yailu matinya muwaris, hidupnya ahli waris dan tidak adanya
halangan untuk mewarisi. Dalam buku tersebut dikatakan tentang
keadaan muwaris, dimana muwaris harus sudah mcninggal dunia, karena
scbab itulah dapat terjadi pewarisan,’

Penjelasan Hasbi ash-Shiddieqy dalam Fighul Mawaris tidak jauh
berbeda dengan penulis lain mengenai hukum waris Islam.

Dalam buku tersebut beliau membagi dalam lima belas bab,
kesemuanya menjelaskan perihal mekanisme hukum waris Islam, dasar
hukum waris Islam dan sedikit menyinggung sejarah waris dimasa
jahiliyah.®

Mahmud Junus dalam bukunya Tururlah Hukum Waris di dalam

{slam, hanya menjelaskan mengenai pentingnya mengikuti pembagian

warisan menurut hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dalam a/-
Qur’an’®

Sedangkan kajian yang dilakukan oleh penulis asing di antaranya;

Muhammad Ali as-Sabuni hanya menjelaskan mekanisme hukum waris

¢ Fatchurrahman, /lmu Waris, Cet. ke-3 (Jakarta: Al-Ma’arif, 1973), hlm.36.
7 Ibid., hlm.79.

$ Ibid , him.35-40.




Islam saja, seperti terdapat dalam buku a/- Mawaris, penjelasan hanya
berkisar pada ketentuan syarat, rukun mewarisi, bagian ahli waris,
ketentuan waris kakek bersama saudara dan persoalan lainnya. Di
samping itu beliau juga mengadakan sedikit perbandingan namun hanya
seputar perbedaan pendapat antara Tmam Hanafi dan Jumhur Ulama.'’

Muhammad Abu Zahra dalam Ahkamy Tirkah wal Mawaris
menjelaskan tentang hak milik dan hak utang piutang yang berkaitan
dengan tirkah, juga sedikit disinggung pendapat Abu Hanifah mengenai
kebolehan mengalihkan harta sebelum pemﬂi'k meninggal dunia kepada
seseorang atau ahlt warisnya. Namun hal itu disyaratkan barus ada
kerelaan ahli waris yang lain."'

Dalam buku al- Mawaris fi asy-Syari’atil Islamiyyah, penjelasan
Husnain Mubammad Makhluf masih berkisar pada mekanisme warisan.
Namun dalam buku tersebut dijelaskan juga tentang wasiat. Husnain
Muhammad Makhluf menerangkan mengenai kadar pemberian wasiat
kepada orang vang bukan ahli waris adalah sepertiga dan tidak R
disyaratkan harus ada persetujuan ahli waris, sedangkan wasiat diberikan

kepada ahli waris lain baik itu sepertiga atau bahkan lebih.'’ Pada

? Muhammad Junus, Turutlah Hiukum Waris di dalam Islam, Cet. ke-1 {Jakartya:
Pustaka Hidayah, 1958), him. 5.

" Muhammad Ali as-Sabuni, a/~Mawaris (Beirut: Alimul Kutub, 1979), him. 33.

" Muhammad Abu Zahra, Abkamu Tirkalh wal mawdéris {Tip: Dar al-Fikr al-
Arabi, 1. .}, hlm. 8.

> Husnain Muhammad Makhiuf, Al-Mawaris ff asy-Syari atil Islamivyvah (Ttp:
Matba’ah al-Madani, 1976), him. 18.



paragraf lain dalam buku tersebut ia juga mengutip pendapat Ibnu
Qudomah dalam a/-Mugni bahwa keharusan adanya ijin dari ahli waris
lain adalah karena Rasulullah melarang melebihkan pemberian pada
sebagian anak.'”

Penulis hukum adat seperti Hilman Hadikusuma menjelaskan
dalam bukunya Hukum Waris Adat ‘hanya menggambarkan macam-
macam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penggambaran ini hanya
sebatas pada hukum waris vang berkaitan dengan garis kekeluargaan, di
samping itu ia juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam sebagai
perbandingan. H

Asy-Sayyid Sabiq dalam Fighus Sunnah ketika menjelaskan
tentang foraid, juga sama dengan vang dilakukan oleh penulis lain.
Tetapi pada bagian pembahasan mengenai pemberian harta milik kepada
orang lam pada saat pemilik masih hidup, ia membahas dalam bab hibah.
Itupun dengan ketentuan dalam faraid.

Penelitian terhadap masalah kewarisan sebenamnya telah banyak
dilakukan oleh bebarapa mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di
fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, seperti: Skripsi Muchlisin yang

berjudul: “Praktek Pewarisan pada masyarakat Muslim Desa Kenteng

2 Ibid

% Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya
Bakri, 1990), hlm. 30.



Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah™",
kemudian Skripsi Nur Rahmah Muharramah yang berjudul: “Praktek
Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sidoarum Kecamatan Godean

Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta™'®

, dan skripst Meika Eliza yang
berjudul: “Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan
Kota Gede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum islam”, serta masih banyak
lagl yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun demikian di daerah
Bukuran ini menurut sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan

penelitian tentang Praktek Pembagian Harta Warisan, sehingga penyusun

tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah Bukuran ini.

. Kerangka Teoretik

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak
antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita.
Hubungannya erat dengan masyarakat. Hubungan hukum adat dengan
hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena

sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adalah syara’ itu

" Muchlisin, “Praktek Pewarisan pada masyarakat- Muslim Desa Kenteng
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah”™ {Yogyakarta: Skripsi
tidak diterbitlcan, 1998).

** Nur Rahmah Muharramah, “Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa
Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta” (Yogyakarta:
Skripsi tidak diterbitkan, 1998).




sendiri. Dalam hubungan ini perfu dijelaskan bahwa adat dalam
ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara memakai syara’ itu
dalam masyarakat. !’

Adat yang merupakan kebiasaan (‘wf) dalam pergaulan hidup
sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan)
dapat dipertautkan dengan hukum Islam. Agar adat dapat dipertautkan
dengan hukum Islam ada beberapa syarat yang hams_ dipenuhi yakni
sebagai berikut :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh

pendapat umat.

[\

. Sudah berulangkali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat
yang bersangkutan.

. Telah ada waktu transaksi dilakukan.

(]

N

. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.

h

. Tidak bertentangan dengan syari’at Islam.'®

Hukum Islam di sim termasuk juga hukum kewarisan. Fukum
kewarisan Islam pada dasarnya berlaku juga untuk seluruh umat Islam di
mana sgja di dunia ini. Namun sejak dahulu sudah disadari bahwa di
indonesia masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih
menunjukkan sifat mendua, pada salah satu pihak ia menyatakan sebagai

penganut agama Islam dan di pihak lain ia masih belum melaksanakan

" Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar flmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, Cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), him. 201.

"® Ibid., hlm. 208

1



ajaran Islam secara menyeluruh. Hal ini secara realitas terlihat, misalnya
dalam pelaksanaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan
perempuan dengan perbandingan 2 1. Dalam pasal 176 KHI terdapat satu
ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dua pertiga
bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki adalah 2:1.
Hal int senada dengan firman Allah swt :
W gl cndl 858 s oS OB oW1 e e SN SOV 3 Sy
M el gl sasly 3l Ol S5 L

Dalam KHI pasal 183, para ahli waris dapat melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan apabila masing-masing ahli waris
menvadari bagiannya.

Dalam hukum kewarisan Islam, perdamaian tersebut dibolehkan
sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka.
Perdamaian seperti itu dinamakan dengan Tasaluh.*® Secara terminologi
tasaluh adalah suatu teknis penyelesaian dalam pembagian harta warisan
karena adanya suatu kesepakatan dua orang atau lebih untuk mengubah
warisan di luar ketentuan-ketentuan syara’.

Dalam salah satu firman Allah swt disebutkan :

¥ An-Nisa’ (4): 11.

% Zakiah Darajat, /lmu Figh (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), [I. 131.
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Masyarakat di Desa Bukuran Kecamatan Ké}ijmnbe dalam
melaksanakan pembagian kewarisan tersebut dengan dasar hasil
musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan
besar bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak menggunakan
angka-angka faraid seperti yang diatur dalam hukum waris Islam
meskipun mereka menyadarinya bahwa hukum Islam sudah mengatur
sedemikian rupa. Meraka melakukan praktek seperti itu dengan rasa
saling merelakan (podho irimane) berapa pun bagian mereka, sehingga
mereka dengan ikhlas dapat menerima hasil keputusan musyawarah
tersebut tanpa unsur keterpaksaan.

Dalam salah satu firman Allah swt disebutkan, bahwa untuk
menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah
sebagai jalan keluar yang terbaik. Apabila suatu perkara diputuskan
dengan jalan musyawarah, niscaya akan tercapai satu kesepakatan yang
menjamin hak semua pihak untuk mencari kemufakatan dan akan

menghasilkan keputusan yang terbaik.
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¥ An-Nisa’ (4): 128.

“ Wawancara dengan Bapak Sukirna, Kepala Desa Bukuran, tanggal 20 Mei
2004.

= Asy-Syura {42): 38



Istam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan antara
umat manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisthan dan

perimusuhan dalam keluarga, sebagaimana firman Allah swt
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Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing
bagian ahli waris yang didasari rasa saiing rela dan ikhlas (podho
trimane), masalah keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan

utama yang ingin dicapal oleh masyarakat Islam di Kecamatan Kalijambe

daiam melakukan praktek pembagian warisan seperti itu. Sebab-

bagaimanapun juga kerukunan dan keharmonisan keluarga lebih utama.

", Metode Penelitian
Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah
dikemukakan terdahulu dipergunakan metode-metode sebagai berikut
1. .Tem'é Penelitian
Penelitian in1 merupakan penelitian lapangan (field resgqrcfé},
vakni penelitian yang berdasarkan obyek lapangan atau lokasi
tertentu, dalam hal ini penyusun mengambil Desa Bukuran Kecamatan

Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah

# Ali Imran (3): 103.
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penelitian guna mengetahui adat dan hukum adat di }éﬁkuran serta
pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat tersebut.
Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik
kompratif, vaitu menguwraikan dan menjelaskan tentang prakiek
pembagian warisan pada masyarakat Islam Bukuran dan menganalisa

data-data yang ada kemudian dikomparasikan dengan hukum adat dan

.hukum Islam.

. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam hal ini populasi yang diambil penyusun dalam penelitian
lapangan ini adalah masyarakat muslim Desa Bukuran, khususnya
mereka vang mengalami peristiwa kewarisan.

Teknik sampling yang digunakan non random (non probadility
sampling), vaitu tidak semua individu dijadikan sebagai sample dalam
penelitian, melainkan hanya individu-individu tertentu saja yang
dijadikan sample dalam penelitian. Dalam hal im dengan
mempertimbangkan:

a. Pemahaman terhadap adat yang ada
b. Segi pemahaman keagamaan
¢. Strata atau jenjang pendidikan

Dari 17 dusun yang ada di Bukuran penyusun mengambil 9

wilayah vaitu dusun Kedungringin, Sendang, Grogolan, Cengklik,

Jagan, Toho, Dangrejo, Bapang, Mlandingan.



Sedangkan mengenai subyeknya, dalam hal ini  vang
diwawancarai adalah perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para
informan yang dapat memberikan keterangan mengenai prinsip-
prinsip dan cara pembagian warisan pada masyarakat Bukuran.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview {wawancara), yaitu dengan cara mengajukan beberapa
pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang
mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal imi adalah
pihak-pihak vang berada di wilayah Kecamatan Kalijambe vang
terdir: dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah.

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari kantor kepala
desa, padukuhan yang berfungsi sebagai data primer sejauh data
tersebut ada hubungannya dengan masalah vang akan diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

a. Normatif syar’i, yakni pendekatan masalah yang diteliti dengan
melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma
agama.

0. Antropologi, yakni pendekatan dengan memperhatikan adat dan
budaya masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di
wilayah penelitian tentang praktek pembagian warisan,

6. Analisis Data
Setelah  data-data terkumpul maka penyusun selanjutnya

melakukan analisis data-data sebagai berikut:



Metode induktif, vaitu menganalisa data-data vang diperoleh dari

on
pe]

wawancara tenlang pembagian warisan di Bukuran kemudian
digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode komparatif, vaitu membandingkan antara hukum waris
adat dan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan pewarisan
masyarakat Bukuran. Darn perbandingan tersebut terlihat apakah

hukum adat di Bukuran telah sesuai dengan hukum waris Islam.

{:. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman bagi pemibaca,
maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang sedemikian rupa, yang
terdirt dari lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bab, jelasnya
adalah sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi fatar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan wmnum hukum kewarisan Islam
dan hukum kewarisan adat, meliputi pengertian warisan dan dasar hukum
Rewarisan, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab memperoleh haria
warisan  dan  penghalangnya, serta penggolongan ahli waris dan
bagiannya, dengan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara
umum tentang kewarisan Islam dan kewarisan adat, yang berkaitan

dengan permasalahan dalam pembahasan ini.
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bagiannya, dengan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara
umum tentang kewarisan Islam dan kewarisan adat, yang berkaitan
dengan permasalahan dalam pembahasan 1ni.

Bab ketiga, membahas pelaksanaan pewarisan masyarakat Islam di
Bukuran dan memberikan yang menyeluruh tentang pelaksanaan
kewarisan ini, maka penyusun membagi sub bab dengan urutan sebagai
berikut; keadaan geografis, kondisi demografis dan kondisi sosial
keagamaan, kemudian dikemukakan praktek pewarisan masyarakat desa
Bukuran yang meliputi sistem hukum kewarisan dan asas-asas hukum
kewarisan yang dipakai, sebab-sebab mem

peroleh harta warisan dan penghalangnya, bentuk-bentuk harta
warisan dan waktu pembagian harta warisan, ahli waris vang
memperoleh harta warisan dan bagiannya.

Bab keempat, dalam pembahasan ini penyusun menganalisis
perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarnsan adat
terhadap praktek pembagian harta warisandi desa Bukuran dalam hal
sistem hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai di
Bukuran, sebab-sebab memperoleh harta dan halangannya, ahh' waris dan
bagiannya.

Bab kelima, sebagai bab akhir berisi kesimpulan secara singkat
tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok

masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari  uraian-uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan pembagian
warisan pada masyarakat Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe Kabupaten

Sragen Propinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Desa Bukuran Kecamatan
Kaljjambe erat kaitannya dengan sikap ahli waris dan pembagian harta
warisan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Adapun cara
pelaksanaan pembagian harta warisan sebagai berikut:

a.. Harta warisan dibagikan secara langsung oleh orang tua (pewaris)
kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dengan jalan
lintiran dan acungan.

b. Harta warisan dibagikan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia
pelaksanaannya adakalanya dipercepat adakalanya diperlambat, hal ini
tergantung ahli waris, namun pada umumnya pelaksanaannya setelah
1000 hari (nyewu) dari meninggalnya orang tua (pewaris).

2. Menurut hukum kewarisan Islam:

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Bukuran adalah
tidak sesual (menyimpang) dengan hukum Islam, karena bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan vang ada dalam jara’id Hal tersebut dapat

kita lihat dalam sistem kewarisan yang berlaku di Desa Bukuran di
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antaranya; vang termasuk ahli waris adalah anak dan keturunannya, anak
angkat sedangkan menurut hukum kewarisan Islam vang termasuk ahli
waris yaitu; bapak-ibu, kakek-nenek, suami-istri, sudara pewaris dan anak
angkat bukanlah sebagai ahli waris. Dalam adat Bukuran bagian ahli waris
tidak terdapat ketentuan yang pasti seperti dalam ketentuan fare’id.
Tetapi dalam syari’at Islam s_endiri tercaf(up kebolehan untuk berdamai
dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip keadilan.

Menurut hukum kewarisan Adat:

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Bukuran adalah
tidak bertentangan dengan hukum adat, dalam arti bahwa praktek
pewansan sepertt yang dilakukan masyarakat Bukuran boleh-boleh saja
selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
perataran (hukum) lain yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan
nasional atau negara yang berdasarkan atas persatuan).

Perbandingan aﬁtara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat
dalam pelaksanaan kewarisan di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe
dapat diketahui dari persamaan dan perbedaannva.

Adapun letak persamaan dan perbedaan dari hukum kewarisan
Islam dan hukum kewarisan Adat terhadap pelaksanaan pembagian harta
warisan vang dilakukan oleh masyarakat desa Bukuran tersebut adalah

sebagai berikut:
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a. Persamaan:

1) Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berlaku
asas individual dalam penentuan ahli waris.

2} Dalam kedua sistem hukum kewarisan tersebut berlaku ketentuan
bahwa membunuh sebagai penghalang seseorang untuk dapat
mewarisi,

b. Perbedaan:

1) Dalam sistem kewarisan Adat:
ay Bahwa yang berhak atas harta warisan hanyalah anak-anak

keturunannya saja, jika seorang pewaris mempunyai anak maka
stapapun (kerabat yang lain) tidak berhak mewarisi harta
peninggalan st mati (pewaris)

b) Bahwa antara seorang anak (laki-laki maupun perempuan)
dengan orang tua tidak bisa bersama-sama menjadi ahli waris,
karena orang tua menjadi ahli waris apabila seorang yang
meninggal dunia {pewaris) tanpa meninggalkan anak keturunan.

¢) Mengenal adanya anak angkat untuk mempusakai harta
peninggalan orang tua angkatnya, karena dengan tujuan tertentu.

d) Dalam hukum adat tidak mengenal adanya sisa harta warisan.

2} Dalam sistem kewarisan Islam:

a) Bahwa ahli waris yang ada berhak mendapatkan harta warisan,

sesual dengan kedudukan dan bagian masing-masing.
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b} Antara anak dengan orang tua dapat bersama-sama mewarisi,
karena dalam hukum Islam antara anak dengan orang tua
disatugariskan.

¢) Tidak membenarkan anak angkat untuk mendapatkan harta
warisan si pewaris, karena dia tidak mempunyai hubungan
kerabat.

d) Dalam hukum Islam dikenal adanya sisa harta warisan setelah

dibagikan kepada ahli waris zawi al-furud.

Saran-saran
Dari kenyataan-kenyataan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
menyatakan :

1. Diharapkan kepada para pakar hukum Islam terutama dalam lingkungan
masyarakat Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe untuk senantiasa
mengadakan penelitian secara terarah dan terpadu guna penyelarasan
antara adat dan Islam menghadapi kemajuan zaman.

Diharapkan kepada para ulama terutama kepada hukum yang menangani
masalah yang berkaitan dengan harta adat sebagai pedoman
memutuskan hukum faraid dalam kasusu-kasus tertentu.

Diharapkan dalam masyarakat dalam lingkungan masyarakat Desa
Bukuran Kecamatan Kalijambe untuk menjaga keutuhan prinsip

musyawarah sebagai unsur pokok kewarisan adat.
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Lampiran I

NO

HLM

F.N.

TERJEMAHAN

1

12

BAB I

Allah  mensyari’atkan bagimu (tentang pembagian
pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang
anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dart dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggatkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau
sikap tidak acuh dari suaminya, maka ia tidak mengapa
bagi keduanya mengadakan perdamaian vang sebenar-
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir

13

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan
mereka  (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki
vang Kami berikan kepada mereka

i4

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah
akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (mada
Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah
mempersatukan hatimu, kamu menjadilah kamu karena
ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu
telah berada di tepi jurang nerake, lalu Allah
menyelamatkan kamu daripadanya

Ln

{42

Allah mensyari’atkan bagimu (tentang pembagian
pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang
anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai

| anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta vang




ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka |
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya

20

Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan,maka bagi
saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai
seluruh harta sauadara perempuan jika tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta vang ditinggalkan
orang yang meninggal

20

Berikanlah bagian-bagian tertentu pada ahli waris yang
berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki
yang utama

20

Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan

orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim

16

25

I5

Dan Aliah tidak akan memberi jalan bagt orang-orang
yang kafir untuk mencelakakan orang-orang yang
beriman

25

16

Orang-orang yang mempunayi hubungan kerabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada
yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. |
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

26

17

Dan kamu menadpat seperdua dari harta peninggalan
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, tetapi jika
mereka mempunyai anak, kamn mendapat seperempat
dari harta peninggalannya, sesudah pembayaran wasiat
yang diwasiatkannya

Sesungguhnya hak wala’ itu bagi oarang yang
memerdekakan

Bahwa pembunubh itu tidak berhak mendapat warisan

Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan
orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim

16

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimilki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun

17

JOR]
(O8]

Saya memohon kepada Allah tentang hak waris paman
dan bibi dari ibu, kemudian Allah menjelaskan padaku
bahwa mereka tidak mempunyai hak waris

34

Bahwa saudara laki-laki ibu (paman dari ibu) adalah ahl;
warls orang vang tidak mempunyai ahli waris

34

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang W
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak {

1



20

Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separo harta

Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi
saudaranya yang perempuan itu setengah dari harta vang
ditinggalkannya

(2]
o

Jika isteri-isterimu jtu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya

o]
(3]

40

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak

I~
e

41

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
finggalkan

[
LA

42

Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan

43

Jika saudara perempuanitu dua orang, maka bagi
keduanya dua ertiga dari harta yang ditinggalkan oleh
yang meninggal

14

Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan
ta diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka thunya
mendapat sepertiga

45

Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu

46

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal irtu mempunyai anak

76

BAB IV
Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka

78

(%]

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri)

(o)
[

82

Allah mensyari’atkan bagimu (tentang pembagian
pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang
anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan

Led
(O8]

Dan tiada pula anak angkatmu meniadi anakmu

34

11

Dan istri-istri mendapat seperempat dari harta
peninggalanmu, jika kamu tidak mempunyai anak, tetapl
jika kamu mempunyai anak, mereka mendapat
seperdelapan dari harta peninggalanmu

I
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